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ABSTRACT  

The background of the staudy is agrarian conflict at Jenar village. This study purposes 

is to analyse the reason of land dispute involving overlapping community’s land certificate 

with village’s land asset certificate as well as the effort from all disputing group to solve the 

problem. The study has done not only to know who the winner or loser but also to examine the 

cause of land administration problem and to test the certificate validity as a law product 

fairness. The method used is empiric law with qualitative descriptive approach to examine the 

neutral law application among the conflict of the owners’ land certificate claiming involving 

the community and the government as nation representation. The study is a case study on 

certificate land overlapping dispute in Jenar, Sragen district. The result of the study indicates 

that the overlapping is caused by data asynchrony owned by the community and the village 

government at the time of land registration at BPN (Agraria Department). The conclusion of 

the study is chronologically the overlapping land certificate start with village’s land certificate 

publication, after that all the disputing group tried to pursue non-litigation to solve the problem 

but it failed to get any agreement, finally the community pursued the ligitation by suing legal 

action in judicial institution. 

Keywords : Low Analisis, Overlapping, Land Certificate. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah pertanahan di Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan yang 

kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama dalam hal tumpang tindih 

sertipikat tanah. Kasus ini menggambarkan lemahnya sistem administrasi pertanahan serta 

kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang berwenang. Tanah memiliki fungsi 

yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari sisi sosial, ekonomi, 

maupun hukum. Menurut (Suryana, 2016) tanah bukan hanya sekadar benda ekonomi tetapi 

juga mengandung nilai sosial yang tinggi karena menyangkut hak hidup dan penghidupan 

manusia. Oleh karena itu, kepastian hukum atas hak atas tanah menjadi hal yang mutlak 

dibutuhkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang adil.  

Hingga saat ini masih ditemukan berbagai masalah pertanahan terkait dengan 

kepastian hak dan perlindingan hukum atas tanah yang dimiliki warga masyarakat. Salah 

satu contoh nyata yang dapat dilihat dalam kasus ini yaitu tumpang tindih sertipikat tanah 

antara Pak Sadiyo dengan Pemerintah Desa Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Kasus ini 

perlu mendapatkan perhatian secara khusus karena mencerminkan permasalahan klasik 

dalam tata kelola pertanahan yang belum terselesaikan secara menyeluruh meskipun 

berbagai kebijakan di bidang pertanahan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun pada 

kenyataannya, konflik seperti yang dialami Pak Sadiyo memperlihatkan bahwa masih 

terdapat celah hukum dan kelemahan administrasi dalam penyelenggara pendaftaran tanah 

di Indonesia.  

Mengenai mekanisme pendaftaran tanah, menurut (Agraria et al., n.d.) pelaksanaan 

pendaftaran tanah diatur melalui PP No. 10 Tahun 1961 yang kemudian dicabut dan 

digantikan dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No 24 Tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah. PP 24 Tahun 1997 menjelaskan mengenai pengertian 

pendaftaran tanah yaitu “Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, 

dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar 

mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 

susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” 

Kasus sengketa tanah yang terjadi antara Pak Sadiyo dengan Pemerintah Desa Jenar 



menggambarkan salah satu bentuk tumpang tindih hak kepemilikan tanah yang muncul 

akibat ketidaksinkronan antara data yuridis dengan kondisi fisik di lapangan. Permasalahan 

tersebut menunjukkan pada proses pengukuran dan pendaftaran tanah tidak dilakukan secara 

akurat dan menyeluruh, sehingga bidang tanah yang telah didaftarkan atas nama Pak Sadiyo 

juga diklaim oleh pemerintah desa. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya koordinasi 

antara pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses validasi data 

dan pengarsipan dokumen. Konflik agraria seperti ini sering muncul akibat lemahnya 

pelaksanaan hukum di lapangan dimana struktur dan tradisi hukum masyarakat belum 

berjalan selaras dengan norma yang berlaku. Dalam konteks kebijakan pertanahan nasional 

pemerintah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berupaya 

mempercepat proses legalisasi aset dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. 

Namun dalam kondisi lapangan, PTSL justru dapat memunculkan persoalan baru apabila 

pelaksanaannya tidak didukung dengan data historis dan batas wilayah yang jelas. 

Ketidaktelitian petugas dalam mengukur sering menyebabkan overlapping sertipikat 

sebagaimana seperti kasus yang terjadi di Desa Jenar. Pelaksanaan PTSL perlu diimbangi 

dengan verifikasi yuridis yang kuat dan keterlibatan aktif masyarakat serta pemerintah desa 

dalam proses pendaftaran tanah (Soekanto, 2003). 

Menurut (Angga. B. Ch. Eman, 2013) penyelesaian kasus tumpang tindih sertipikat 

hak atas tanah dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah yang bersifat Succesive Cadaster 

yaitu proses pendaftaran tanah secara berurutan atau berkesinambungan (successive) dengan 

merujuk pada riwayat peralihan hak yang berurutan di dalam buku tanah. Hal ini untuk 

menjamin kepastian hukum dan menyediakan alat pembuktian yang kuat. Jika terjadi 

sengketa tumpang tindih yang menyangkut pembuktian hak kepemilikan, penyelesaiannya 

harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum (Perdata) untuk menentukan siapa yang 

paling berhak atas tanah tersebut sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat 

menilai keabsahan sertipikat sebagai keputusan pejabat. Putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan yang dalam beberapa kasus dapat berupa 

pembatalan sertipikat yang terbukti cacat hukum atau tumpang tindih serta perintah 

pencabutan data dari buku register tanah oleh Kantor Pertanahan. 

Dari sisi akademis, kajian ini memperluas wacana hukum agraria dengan melihat 

bagaimana desa sebagai aktor hukum memainkan peran penting dalam pengelolaan aset 

tanah. Sementara dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam 

perbaikan sistem administrasi pertanahan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa 

depan. Melalui pendekatan hukum yang menyeluruh dan berbasis konteks lokal, penelitian 



ini diharapkan dapat memberikan kerangka penyelesaian yang tidak hanya legal secara 

normatif, tetapi juga adil dan aplikatif secara sosial. 

Permasalahan tumpang tindih sertipikat tanah antara Pak Sadiyo dengan Pemerintah 

Desa Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen ini tidak muncul secara tiba-tiba melainkan 

merupakan akumulasi dari berbagai kesalahan administratif yang berlangsung dalam waktu 

yang lama. Berdasarkan kajian awal, tanah yang disengketakan merupakan tanah yang telah 

lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pak Sadiyo secara turun temurun dengan riwayat 

pengguna yang bersumber dari hak lama desa (Letter C). Dalam perkembangannya, tanah 

tersebut kemudian didaftarkan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah atas nama Pak 

Sadiyo melalui mekanisme pendaftaran tanah yang seharusnya memberikan jaminan 

kepastian hukum atas kepemilikannya. Namun, Pemerintah Desa juga mengklaim bidang 

tanah yang sama sebagai bagian dari aset desa. Klaim ini diduga bersumber dari pencatatan 

administratif desa yang tidak diperbarui serta adanya pemahaman keliru mengenai 

kewenangan desa dalam pengelolaan tanah. Tanah yang sebelumnya dikuasai masyarakat 

kemudian dimasukkan dalam daftar aset desa tanpa dilakukan verifikasi yuridis yang 

memadai terhadap status hak atas tanah tersebut. Ketidaksinkronan antara data yuridis milik 

pemegang sertipikat dengan data administratif desa inilah yang menjadi titik awal terjadinya 

konflik. Sengketa tanah antara warga dan desa bersumber dari pencatatan Letter C yang 

tidak akurat dan tidak disesuaikan dengan perkembangan pendaftaran tanah modern 

(Endayani, 2024). 

Proses terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah dalam kasus ini juga tidak dapat 

dilepaskan dari peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang berwenang 

dalam pendaftaran tanah. Dalam praktiknya, proses pengukuran dan pemetaan hasil bidang 

tanah sering kali dilakukan dengan keterbatasan data historis serta minimnya koordinasi 

dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Apabila pengukuran hanya berfokus 

pada kondisi fisik tanpa menelusuri riwayat penguasaan tanah secara komprehensif, maka 

risiko terjadinya overlapping sertipikat menjadi sangat besar. Ketidaktelitian dalam 

pengumpulan data fisik dan yuridis merupakan faktor dominan munculnya sertipikat ganda 

atau tumpang tindih (Ali, 2025). 

Terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah ini, Pak Sadiyo telah melakukan berbagai 

upaya untuk mempertahankan haknya. Langkah awal yang ditempuh adalah melakukan 

klarifikasi dan musyawarah dengan pemerintah desa guna meminta penjelasan dasar klaim 

desa atas tanah yang telah bersertipikat. Namun, upaya musyawarah ini belum membuahkan 

hasil karena masing-masing pihak tetap berpegang pada dasar administrasi yang 



dimilikinya. Pemerintah desa mendasarkan klaimnya pada catatan aset desa, sedangkan Pak 

Sadiyo berpegang pada sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang sah. Permasalahan 

ini kemudian dibawa ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sragen untuk dilakukan 

penanganan administratif. BPN memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi data, 

pengukuran ulang, serta memfasilitasi mediasi antara para pihak sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian 

Kasus Pertanahan. Dalam praktiknya, BPN berperan sebagai mediator sekaligus evaluator 

administrasi dengan membandingkan data fisik (peta bidang dan hasil ukur) serta data 

yuridis (warkah, alas hak, dan riwayat pendaftaran). Namun demikian, proses ini sering 

menghadapi kendala apabila tidak terdapat kesepakatan para pihak atau ditemukan indikasi 

cacat administrasi yang memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui jalur peradilan 

(Ladzuardi, 2024). 

Kasus tumpang tindih ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan pemerintah 

desa sebagai subjek hukum publik yang memiliki kewenangan administratif, tetapi bukan 

sebagai pemegang hak kepemilikan secara otomatis. Desa sering kali dipersepsikan 

memiliki legitimasi kuat atas tanah di wilayahnya, padahal secara yuridis klaim kepemilikan 

harus dibuktikan melalui alas hak yang sah dan terdaftar. Kesalahpahaman ini memperluas 

problematika sengketa, tidak hanya sebagai konflik kepemilikan tanah, tetapi juga sebagai 

persoalan penyalahgunaan kewenangan administratif. Lemahnya pemahaman hukum 

agraria di tingkat pemerintahan lokal menjadi pemicu utama sengketa antara masyarakat 

dan pemerintah daerah. (Sukmawati, 2022). 

Permasalahan dalam kasus ini pada mulanya adalah kepemilikan sebidang tanah 

tegal yang dahulunya dimiliki oleh seorang pasangan suami istri almarhum Sadiyo dengan 

almarhumah Sukiyem yang bertempat tinggal di Dukuh RT 015/ RW 007, Desa Jenar, 

Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Dalam pernikahannya, keduannya memiliki enam 

orang anak yang kemudian menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Semasa 

hidupnya, Sadiyo memiliki sebidang tanah tegal yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik 

No 189 dengan luas sekitar 17.215 m2 yang terletak di wilayah Desa Jenar, Kecamatan 

Jenar, Kabupaten Sragen. Dalam perjalanan waktu, sebagian tanah tersebut telah dijual secara 

bawah tangan kepada beberapa pihak. Sekitar tahun 1983 sebagian tanahnya dijual kepada Atmo 

Pawiro dengan luas sekitar 1.009 m2. Kemudian sekitar tahun 1990 Sadiyo kembali menjual 

sebagian tanahnya kepada Sunar dan Mbok Umi dengan luas masing-masingnya kurang 

lebih 750 m2. Setelah sebagian tanahnya dijual, masih terdapat sisa tanah yang masih 

menjadi milik keluarga Sadiyo dan kemudian menjadi bagian dari harta warisan setelah 



Sadiyo meninggal dunia pada tahun 1998 dan istrinya meninggal pada tahun 2012.  

Permasalahan ini kemudian muncul ketika sebagian tanahnya diajukan menjadi 

warisan dan diajukan permohonan sertipikat oleh Pemerintah Desa Jenar kepada Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Sragen. Atas permohonan tersebut kemudian diterbitkan 

Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002 dengan luas sekitar 887 m2 atas nama Pemerintah Desa 

Jenar. Setelah sertipikat tersebut terbit, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut 

digunakan dan dikuasai oleh Suratman yang merupakan perangkat Desa Jenar, bahkan di 

atas tanah tersebut telah dibangun rumah tinggal yang hingga saat ini masih ditempati oleh 

yang bersangkutan.  

Ahli waris yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut menilai bahwa proses 

pengajuan sertipikat dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka sebagai 

pemilik yang sah. Para ahli waris juga telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut 

secara kekeluargaan dengan meminta agar tanah sengketa dikembalikan kepada mereka 

tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, ahli waris kemudian 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sragen atas dugaan adanya perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat dan turut tergugat terkait penguasaan dan 

penerbitan sertipikat atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.  

Penulis tertarik dalam mengambil judul ini karena didasarkan pada keinginan untuk 

menelusuri kebenaran hukum secara objektif di tengah konflik klaim kepemilikan yang 

melibatkan warga dan negara. Penelitian ini tidak semata-mata bertujuan mencari pihak 

yang menang atau kalah, melainkan untuk mengkaji lebih jauh akar permasalahan 

administrasi pertanahan, menguji keabsahan sertipikat sebagai produk hukum yang adil bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perlindungan hukum tersebut, penting 

untuk menelaah apakah proses permohonan dan penerbitan hak atas tanah yang menjadi 

objek sengketa telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan baik dari segi administrasi maupun materiil seperti adanya alas hak yang jelas, 

bukti penguasaan yang sah, serta tidak adanya keberatan dari pihak lain yang memiliki 

hubungan hukum dengan tanah tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, 

maka penerbitan sertipikat berpotensi menimbulkan konflik hukum dan menimbulkan 

pertanyaan mengenai keabsahan produk hukum tersebut. Melalui penelitian ini juga terlihat 

adalah bagaimana kebijakan nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat 

memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah, namun di 

sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik baru apabila tidak diiringi dengan verifikasi 

data yang cermat dan akurat (Apriani, 2021). 



B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kronologi terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah antara Pak Sadiyo 

dengan Pemerintah Desa? 

2. Upaya apa yang sudah dilakukan Pak Sadiyo dengan Pemerintah Desa untuk 

menyelesaikan kasus tumpang tindih tersebut? 

3. Bagaimana respon dan upaya Kantor Pertanahan Sragen dalam mencari solusi untuk 

menyelesaikan kasus tumpang tindih tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis kronologi terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah antara 

Pak Sadiyo dengan Pemerintah Desa. 

2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Sadiyo dengan 

Pemerintah Desa untuk menyelesaikan kasus tumpang tindih sertipikat tanah. 

3. Mengetahui dan menganalisis respon dan upaya dari BPN dalam mencari solusi untuk 

menyelesaikan kasus tumpang tindih sertipikat tanah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis: Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum agraria, 

khususnya dalam studi sengketa pertanahan yang melibatkan lembaga desa sebagai 

subyek hukum. Kajian ini dapat menjadi referensi bagi studi kasus serupa di wilayah lain. 

 

2. Manfaat Sosial: Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Jenar dan pihak 

pemerintah desa mengenai hak dan kewajiban atas tanah serta pentingnya legalitas dalam 

kepemilikan tanah. 

3. Manfaat Praktis: Menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan dan Pemerintah 

Daerah dalam melakukan perbaikan sistem administrasi pertanahan, khususnya dalam 

pelaksanaan PTSL dan pengelolaan aset desa agar tidak terjadi sengketa yang serupa di 

masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

                 PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam 

bagian-bagian di muka maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kronologi terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah antara Pak Sadiyo dengan 

Pemerintah Desa Jenar diawali dengan munculnya Sertipikat Hak Pakai nomor 00002 

pada pertengahan tahun 2019 atas nama Pemerintah Desa Jenar yang diterbitkan oleh 

kantor Badan Pertanahan Nasional Sragen yang berada satu lokasi lahan tanah Sertipikat 

Hak Milik SHM nomor 189 atas nama  Joyomerto alias Sadiyo sehingga terjadi tumpang 

tindih sertipikat tanah. Pada saat ini di atas lahan SHP nomor 0002 telah dibangun rumah 

tinggal dan ditempati Suratman selaku Bayan dusun setempat. 

2. Upaya apa yang sudah dilakukan ahli Waris Sadiyo dengan Pemerintah Desa untuk 

menyelesaikan kasus tumpang tindih tersebut adalah melakukan mediasi melalui Kepala 

Desa Jenar yang menjabat sekarang ini sebagai mediator utama dan yang bersangkutan 

tidak terlibat dalam sengketa tanah tersebut karena pengajuan dan penerbitan SHP nomor 

0002 terjadi pada periode Kepala Desa sebelumnya. Mediasi tidak membuahkan hasil 

dan pihak ahli waris Sadiyo melakukan gugatan terhadap Suratman sebagai tergugat dan 

Pemerintah Desa Jenar sebagi turut tergugat I.  

3. Respon dan upaya Kantor Pertanahan Sragen dalam mencari solusi untuk menyelesaikan 

kasus tumpang tindih terjadi di atas adalah dengan mengedepankan penyelesaian 

masalah melalui jalur non-litigasi sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-

praturan BPN dengan memidiasi ahli waris Sadiyo, Suratman, dan Pemerintah Desa 

Jenar. Mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Sragen Sragen tidak membuahkan 

hasil kesepekatan sehingga ahli waris Sadiyo juga melakukan gugatan terhadap Badan 

Pertanahan  Sragen sebagai turut tergugat II karena dianggap melawan hukum dan 

melanggar hak tanah yang sah milik ahli waris Sadiyo dengan menerbitkan sertipikat 

Hak Pakai nomor 0002 a.n Pemerintah Desa Jenar.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran ke berbagai 

pihak yang terkait dengan masalah sengketa tumpangtindih sertipikat sebagai berikut: 

1. Kepada para pihak yang mengalami sengketa tanah hendaknya lebih mengedepankan 

jalur non-litigasi yaitu kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat sehingga penyelesaian 



masalahnya menjadi lebih sederhana, murah, cepat dan bermartabat. 

2. Kepada perangkat desa terutama Kepala Desa sebagai penanggungjawab utama 

Pemerintahan Desa untuk bertindak jujur, amanah dan professional dalam  hal  

pengurusan tanah warga desa dan seluruh berkas data tanah yang terkait dengan 

adminstrasi pertanahan yang ada di Desa dengan menghindari manipulasi dan rekayasa 

data demi kenyamanan masyarakat dan seluruh Perangkat Desa. 

3.  Kepada pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen agar senantiasa berupaya 

meminimalisis terjadinya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah yaitu dengan 

melakukan program sebagai berikut : 

a. Program komputerisasi peta pendaftaran tanah. 

b. Penertiban proses pendaftaran tanah dan penertiban mengenai informasi tanah. 

4. Kepada pihak kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen agar senantiasa juga 

mengutamakan jalur non-litigasi terhadap para pihak yang bersengketa sebelum para 

pihak yang bersengketa mengajukan perkara pertanahan melalui jalur litigasi ke 

pengadilan. 
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